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Abstrak — Kajian ini bertujuan membuktikan secara emperis kontribusi transparansi, SPIP, dan
kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tulung Selapan.
Penelitian ini kategori penelitian kuantatif dan data dianalisis menggunakan regresi. Populasi dalam
penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kaur keungan, dan ketua badan
pengawasan pada 10 desa di Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sampel pada
penelitian ini sebanyak 50 orang responden dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan
dengan menyebarkan secara online kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Perangkat lunak
SPSS dan regresi berganda digunakan untuk menguji data. Hasil penelitian menunjukkan transparansi,
sistem pengendalian intern, dan kompetensi aparatur desa berkontribusi sebsar 44,3% terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Transparansi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Aparatur Desa,
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
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PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta
memiliki wewenang tersendiri untuk mengatur dan mengurus masyarakat yang ada dalam
naungannya. Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki sistem pemerintahan tersendiri dan
menjadi bagian terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Disahkannya UU No.6 Tahun
2014 tentang dana desammenjadi bukti dari pedulinya pemerintah terhadap
pembangunanddesa. Menurut UU No 6 Tahun 2014 “Dalam perjalanan ketatanegraan
Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi
dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat
menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Perkembangan desa termasuk hal penting dalam
kemajuan Indonesia”. Untuk melakukan pengembangan yang lebih maju lagi pemerintah
menyalurkan dana desa ke seluruh desa. Desa memiliki kesempatan untuk mengelola secara
mandiri dana desa dan mengembangkan kapasitasnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut PP No. 8 Tahun 2016, dana desa merupakan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana yang diperuntukkan untuk
desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD) lalu ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dalam penyaluran dana desa, pemerintah lebih memperhatikan asas pemerataan, agar
setiap desa memiliki jumlah dana yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Seluruh desa yang
tersebar di Indonesia menerima dana desa secara adil berdasarkan rasio yang dihitung dengan
mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, wilayah geografis dan tingkat
kekuatan ekonomi masing-masing desa. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 “pengelolaan
keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertangunggungjawaban keuangan desa, dalam pelaksanaanya
terdapat landasan yang terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin
anggaran. Adanya dana desa diharapkan desa-desa di Indonesia dapat berkembang dengan baik
dan mampu mengembangkan wilayahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Tepat di tahun 2018 dana desa batal naik karena adanya beberapa masalah, salah
satunya rawan korupsi. Praktik korupsi terjadi di salah satu Kabupaten Ogan Komering llir.
Dilansir dari putusan Mahkama Agung R1 dengan nomor 229/Pid.B/2022/PN Kag menyatakan
bahwa mantan kepala desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan telah terbukti
secara sah melakukan perbuatan yang salah yaitu memakai surat palsu dan Nomor 11/Pid.Sus-
TPK/2023/PN.Plg bahwa tahun 2020 kepala desa Pulau Betung melakukan tindakan korupsi
yang merugikan negara sebesar Rp206.799.970. Menurut Indoneisan Corruption Watch 2018
bahwa korupsi di desa, utamanya menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu masalah
mendasar. Hal ini disebabkan pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak diiringi dengan prinsip
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Transparansi memudahkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap
kepada publik (Mardiasmo, 2018) serta memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat
desa untuk memperoleh informasi tentang kepentingan, keinginan dan pemenuhan kebutuhan
masyarakat desa. Selain transparansi, untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana
desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilakukan sesuai
dengan pedoman yang di keluarkan pemerintah yaitu sistem pengendalian intern pemerintah
sebagai tolak ukur dan standar pengendalian pelaksanaanvdana desa. Untuk menjalankan
pemerintahan yang transparan dan akuntabel di perlukan kompetensi sumber daya manusia
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yang berkualitas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. “Kompetensi sumber daya
manusia yang dimiliki oleh aparatur desa juga menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana
desa” (Oktavie, 2023). Berdasarkan fenomena diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh transparansi, SPIP, dan kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh
melalui penyebran kuesioner yang didistribusikan secara online dengan menggunakan varibel
independen yaitu Tranparansi (X1), SPIP (X2), Kompetensi Aparatur Desa (X3) dan variabel
dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Populasi penelitian ini seluruh
aparatur desa di Kecamatan Tulung Selapan. Sampel penelitian sebanyak 5 responden di 10
desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Keuangan, dan Ketua
Badan Pengawasan Desa. Statistical Producttand Service Solution (SPSS) digunakan untuk
analisis data dan regresi linier berganda sebagai uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Validitas

r hitungg> r tabel maka item pertanyaan dikatan valid (Ghozali, 2016). Hasil uji validitas
ditunjukkan pada tabel 1:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas
Variabel No Item r hitung r tabel Keterangan
X1.1 0,519 0,278
X1.2 0,559 0,278
. X1.3 0,619 0,278 .
Transparansi 14 0.538 0.278 Valid
X1.5 0,308 0,278
X1.6 0,321 0,278
X2.1 0,497 0,278
X2.2 0,330 0,278
X2.3 0,471 0,278 .
SPIP X2.4 0,607 0,278 Valid
X2.5 0,466 0,278
X2.6 0,408 0,278
X3.1 0,484 0,278
X3.2 0,545 0,278
Kompetensi Aparatur X3.3 0,520 0,278 valid
Desa X3.4 0,391 0,278
X3.5 0,483 0,278
X3.6 0,451 0,278
Y1 0,456 0,278
Y2 0,449 0,278
- Y3 0,500 0,278
?:nugn;ﬁgggr? SDana Desa Y4 0,438 0,278 Valid
Y5 0,598 0,278
Y6 0,639 0,278
Y7 0,501 0,278

Sumber: Data yang diolah, 2023
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Hasil uji pada tabel 1 menunjukkan bahwa 25 item pertanyaan atau 25 nilai r hitung >
pada r tabel yaitu 0,278 sehingga seluruh item pertanyaan dapat dikatakan valid.
Uji Reabilitas

Suatu intstrumen penelitian dikatakan dapat diandalkan (reliable) apabila
nilai “Cronbach’s Alpha > 0,60” (Ghozali, 2016). Hasil uji reabilitas ditunjukkan pada tabel 2:

Tabel 2
Hasil Uji Reabilitas
Variabelz Cronbach’s Alphaz Nilai Batas Keterangan

Transparansi 0,677

SPIP 0,645

Kompetensi Aparatur Desa | 0,663 0,60 Reliabelz
Akuntabilitas Pengelolaan 0,694

Dana Desa

Sumber: Data yang diolah, 2023
Hasil tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari masing-masing variabel
sebesar:
a. Pada variabel transparansi nilai Cronbach’s Alpha 0,677, nilai ini lebih besar daripada
0,60 sehingga variabel ini dapat dikatakan reliabel
b. Pada variabel SPIP nilaicCronbach’s Alphaa0,645, nilai ini lebih besar daripada 0,60
sehingga variabel ini dapat dikatakan reliabel
c. Pada variabel kompetensi aparatur desa nilai Cronbach’s Alpha 0,645, nilai ini lebih
besar daripada 0,60 sehingga variabel ini dapat dikatakan reliabel
d. Pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa nilai Cronbach ’saAlpha 0,694, nilai
ini lebih besar daripada 0,60, sehingga variabel ini dapat dikatakan reliabel
Hasil Analisis Regresi
Hasil uji analisis regresi linier berganda ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi
B Std. Error )
Model t Sig.
(Constant) | 2.547 Beta

Transparansi 270 4,782 533 597
SPIP 289 132 235 2.043 |.047
Kompetensi Aparatur Desa 526 142 .238 2.037 |.047
Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data yang diolah, 2023
Persamaan regresi linier berganda diperoleh dari tabel 1:
Y=02.547 +00,270 X1 +00,289 X2 +00,526 X3 + €
Keterangan:
Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
X1: Transparansi
X2: SPIP
X3: Kompetensi Aparatur Desa
Berdasarkan hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa:
a. Peningkatan transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan
variabel transparansi memiliki nilai koefesien regresi sebesar 0,270.
b. Peningkatan SPIP dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan
variabel sistem pengendalian intern memliki nilai koefesien sebesar 0,289
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c. Peningkatan kompetensi aparatur desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan
dana desa dan variabel kompetensi aparatur desa memiliki nilai koefesien sebesar 0,526
Hasil Uji Koefesien Determinasi
Variabel transparansi, SPIP, dan kompetensi aparatur desa secara simultan mempengaruhi
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai koefesien dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 4

Hasil R?
Model| R |R Square | Adjusted R sSquaree | Std.eError of the Estimatee
1 .690° AT7 443 1.192

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Transparansi, SPIP
b. Dependent Variable: Akuntabilitas
Sumber: Data yang diolah, 2023
Hasil uji statistik pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square 0,443 yang
berarti variabel transparansi, SPIP, dan kompetensi aparatur desa berpengaruh 44,3% terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Hasil Uji t
Berdasarkan kriteria uji t hitung > t tabel maka hipotesis diterima, sebaliknya t hitung >
t tabel maka hipotesis ditolak. Nilai t tabel diperoleh dari perhitungan df (derajat bebas) = n-k-
1 =50-3-1 = 46 sebesar 1,678. Hasil uji t ditunjukkan pada tabel 3:
a. Nilai t hitung 2,043 > t tabel 1,678 menyatakan bahwa hipotesi pertama (H1) diterima
dan signifkan yaitu 0,04 < 0,05
b. Nilai t hitung 2,037 > t tabel 1,678 menyatakan bahwa hipotesi kedua (H2) diterima
dan signifkan yaitu 0,04 < 0,05
c. Nilai t hitung 3,637 > t tabel 1,678 menyatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima
dan signifkan yaitu 0,001 < 0,05
Hasil Uji F
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh bersama variabel independen terhadap
variabel independen. Apabila F hitung > F tabel dan nilai signifikan < 0,05 maka hasil hipotesis
dapat diterima. Hasil uji F ditunjukkan pada tabel 5:

Tabel 5
Hasil Uji F
Model Sum of Squares | df | Mean Square F Sig.
1| Regression 59.497| 3 19.832| 13.966| .000
Residual 65.323| 46 1.420
Total 124.820| 49

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), Kompetensi, Transparansi, SPI

Sumber: Data yang diolah, 2023

Hasil dari uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen mempengaruhi variabel
dependen atau F hitung 13,966 > F tabel 3,20 dan nilai signifikan 0,00 < 0,05.
Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian dari variabel transparansi menunjukkan bahwa H1 berpengaruh dan
signifkan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berdasarkan hasil uji
signifikansi (uji t) variabel transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
menunjukkan bahwa nilai thhitung 2,043 > t tabel 1,678 dan nilai signifikan 0,04 < 0,05
sehingga H1 diterima dan signifikan. Berdasarkan hasil temuan ini, transparansi memiliki
pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keterbukaan informasi, tersedianya
akses informasi, adanya musyawarah bersama masyarkat desa, keterbukaan pengelolaan, dan
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keterbukaan dokumen yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridha Fajri, dkk (2023) dan Dewi Indriasih,
dkk (2022) yang menyatakan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan
dana desa.
Pengaruh SPIP Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian dari variabel SPIP menunjukkan bahwa H2 berpengaruh dan signifkan
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil uji signifikansi (uji t) variabel
SPIP terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa nilai t hitung 2,037 >
t tabel 1,678 dan nilai signifikan 0,04 < 0,05 sehingga H1 diterima dan signifikan. Hasil uji ini
menunjukkan SPIP memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Berdasarkan riset SPIP memberikan keyakinan terhadap proses pengelolaan dana desa sesuai
dengan undang-undang yang berlaku sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas. Hal ini sejalan
dengan penelitian Vakhira (2020) dan Mufti (2020) yang menyatakan SPIP berpengaruh
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian dari variabel kompetensi aparatur desa menunjukkan bahwa H3
berpengaruh dan signifkan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berdasarkan
hasil uji signifikansi (uji t) variabel transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
menunjukkan bahwa nilai t hitung 3,637 > t tabel 1,678 dan nilai signifikan 0,01 < 0,05
sehingga H1 diterima dan signifikan. Berdasarkan hasil temuan ini, aparatur desa memiliki
pengetahuan seputar keuangan desa, kemampuan menyusun laporan keuangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sikap yang baik dalam pekerjaan. Seorang
aparatur desa yang kompeten akan mengetahui bagaimana mengelola dana desa secara efektif
dan efesien. Hal ini sejalan dengan Ferina, dkk (2016) dan Enggar, dkk (2020) yang
menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana
desa.
Pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Aparatur Desa
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Secara bersamaan transparansi, sistem pengendalian intern, kompetensi aparatur desa
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan hasil uji hipotesis
padaatabel 5 yaitu F hitung 13,966 > F tabel 3,20 dan nilai signifikan 0,00 < 0,05. Variabel
indepen berkontribusi sebesar 44,3% terhadap variabel dependen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa transparansi, SPIP,
dan kompetensi aparatur desa berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan
dana desa. Adapun saran yang dapat ditindak lanjuti yaitu variabel transparansi, SPIP, dan
kompetensi aparatur desa hanya menjelaskan 44,3% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana
desa, makan penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini dan
menambahkan variabel lain.
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